
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PernberlnJkan 
Daerah-daerah Kabup,m!n dalam Unglcungan Pl'Opinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahm 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 10 Tahon 2004 tentang ~tukan 
Peratvran ~ {lembaran Negara Tatu, 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahoo 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Repubfik IndOoleSia Nomor 
4437) sebagaimana !Bah diubah beberapa kal, terakhit dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahoo 2008 ten!ang PErubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petnerfn!ahan 
Daerah (lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Alllilra Pemerintah PUsat dan Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negiwa Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, 
Tambahan l.embaran Negara Nomor 4438 ); 

5. Peral:1.lran Peme,111!ab Nomor 72 Tahon 2005 tentang 0esa 
(lembaran Negc,ta Tahun 2005 Hornor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587) ; 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka rnelaksanakan ketentuan l>asal 123 ayat (2) 
Peraturan Daerah 1<abul)aten Bekasi Homo< 2 Tahun 2008 tentaog 
Pemerintahan Desa , yang mengamanatkan bahwa seorano lcepala 
desa dalam melaksanalcan tugas dan kewajibannya bertlnggung 
jawab kepada Bupatl melaiul camat dan menyampaikan keterangan 
pertanggungjawaban kepada BPD ser1a mengtntormasi1<an kepada 
masyarakat clan dalam ranglca te,dptanya tertib administrasi 
penyelenggaraan pememtahan desa, dpandang pertu adanya 
Pedoman Pelaporan Pertanggulgjawan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

b. bahwa Pedotnan Pelaporan ~ Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sebagaimana dmalcsud pada huruf a, pertu 
dltet.apkan melali Peraturan &.,pall Bekasi. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTAHG 
PEDOMAN PELAPORAN P£RTANGGUNGlAWAIIAN P£NYELENGGARAAN 

POIERlNTAHAN D£SA 

PERATURAN BUPATI BEKASl 
2010 NOMOR 13 TAHU.N •........... 

BUPATI BEKASI 



BABI 
KETENllJAJII UMUM 

Pasal 1 
Daiam Peraturan Supab Inf yang ,1111atsud daigao : 
1. Pemerintah Daerah adatati Pememtahan Kabupaten Bekasl. 
2. Pemer1ntah Kabupaten adaW't pemeli llal'l Kabupaten Belcasi. 
3. Pemerintahan Oaerah adalah ~ wusan Pemenntahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD men..ut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prtnslp Negara iresa«,,.. RepJblit Indonesia sebi,galmana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara lla!p;tA Indonesia Tahun 1945 

4. Bupatl adalah Bupab 8ebs;. 

s. Kecamatan adalah wla'fab "'5Jt Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 
6. Camat adalah perangkat dael.111 t.o•.1all!J1 Belcasi <i wftayah l(erjanya. 

MEMlffiJSKAN 

Menetapl(an : PERATURAN JM>ATI B8(ASJ TENTANG PalOMAN PEI..APORAN 
PERTANGGIJNGJAWABAN PENYElEHGGARMN PEHERINTAHAN OESA 

IL ,.,,_ PeMilltati Homo, 19 Tatu, 2006 li:ll1alg Pedoman 
Pembllaan dan Peogawasan ~ Pemertntahan 
Oaerah (t.embaran Negara Rer,ubik Indone5la Tahon 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

7. Peraturan Pemeri'ltah Nomor 7 Ta!Ul 2008 tentang Oel<oosentrasi 
dan TUQaS Pembantuan. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negesi Hornor 15 Ta!Ul 2006 tentang 
Jenls dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negesi Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Prock-* Hulwm Daerah; 

10. PeraturaJl Menteri Dalam Negesi Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah clan Berita Daerah; 

11. Peraturan Menteri Oalam Nege,1 NNo,,..-,.,ncrr.r 30 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyerahan Urusan KabJl)aten/l(ot kepacla Desa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negesi Hornor 35 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara f'ejaporan Dan Pertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa; 

13. Peraturan Menten Oalam Negesi Hornor 32 Tahun 2006 tentang 
Administrasl Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Nege,f Hornor 37 Tahm 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuanga,1 Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Nege,i Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Tatacara Pengawasan AlaS Penyelenggaraan 
Pemerintahan Oesa 

16. Peraturan Daerah Kallupaten Belcasi Hornor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Desa; 

17. Peraturan Daerah Kallupaten Bekasl Nomor 6 Tahuo 2008 teotang 
Urusan Pemerintahan i(alJupate) Belcasi (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belcasi 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentulcan Organisasi Perangl<at Daerah Kabupaten Bekasl 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7). 



7. Desa a:lalatl l<esanran masyarall;at m*>c yang menlild kewenanga<l untuk 
mengatls dan rnengurus ~ rnasyisalcat sdet1,pat besdasan<all asal-usuf 
dao aclat IStladat setempat yang dialOJi dalam sistem Pemerintahall Nasional dao 
be!ada (ll Daerah Kabupaten. 

8. Kepala Oesa adalah pemimpin penyelenggaraao 1-'ememtahan Oesa. 
9. Sadan Permusyawaratan Oesa yang selanjutnya disebut sro, adalah 1emooga yang 

merupakan perwujudall demola'asi dalam penyElenggaraan pemerintallan oesa 
sebagai unsure penyelenggara pememtahan desa. 

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut def,gan nama lain adatah lembaga 
yang dibentllk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mltra 
Pemerintah Desa dalarn pemberd:ayaan masyarakat desa. 

11. Tol<oh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemJCla di:ln pemuka-pemuka 
masyarakat lainnya yang bertempat rogyal di desa yang bersanglwtan dengan 
memperhatikan peratllran perundarlg-umng. 

12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah selunll proses kegiatan maoajemen 
pemetintahan dan pembal1gulilll Desa berdasart<an kewenangan desa yang ada, 
meliputi perencanaan, penetapan kellijalcan, pelaksaoaan, pengorganiSaSia, 
pengawasan, pengendaliao, pembiayaan, koordinasi, peleslarian, penyempumaan 
clan pengembangannya. 

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintilhan Desa Alchlr Tahun Anggaran yang 
selanJutnya dlsebut LWO€SA Akhir Tahon Anggaran adalah laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 8upati sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelalcsanaan tugas clan rungsi, meliputi laporan semua 
kegiatan desa berdasar1<an kewenangan desa yang ada, serta tugas·tugas dan 
keuangan dari pemerintah, pemerinlah pro'ilnsl clan pemerintah kabupatel1/k0ta 
selama satu tahun anggaran. 

14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintallan Desa AJchir Masa Jabatan KepaJa Oesa 
yang selanjutnya disebut LPl'OESA Akhir Masa )at)ala(i adalah proses kegiatan 
pelaporan Kepala Desa kepada &,pati melalui Qimat sebelum berakhimya masa 
jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pememtahan desa selama 6 (enam) 
tahun. 

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawa Akhir Taht.r"t Anggaraol Kepala Desa yang 
selanjutnya dlsebut IJ(J>J Akhir Tatu, Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan 
Kepala Desa kepada rakyat melaiui 8aclan Permusyawaratan Desa (BPO) sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas clan rungsi, melputi keterangan 
seluruh proses pelalcsanaan perat,.r.,n-perturan desa termasuk Anggaran 
Pendapatan clan ~ Desa. 

16. Laporan Keterangan Pertanl"}gungja Akhir Masa .labi!tan Kepala Desa yang 
selanjutnya disebut IJ(J>J Akhir Masa Jabatao adalah proses kegiatan pelaporan 
Kepala Desa kepada BPO siebelum berakhlmya masa jabatan, meliputi laporan 
penyelenggaraan peme,tntahan oesa, 

17. Penginformasiarl taporan Pen)'elengga,aa ~ Desa yang selanjutnya 
disebut Informasl LPPOESA kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan 
Kepala Desa kepada rakyat tentang pelalcsanaan pememtahan desa melalul 
media/l)En9Umuman resm, meliputi irtormasi poicokiX*ck kegiatan. 

18. Laporan keuangan BPD adalah laporan adl1Wllslrasl keoangan BPD setiap Tahun 
yang dlsampaikan kepada ICepilla Desa selalw pemegang kel<uasaan pengelolaan 
keuangan desa 

19. Peraturan Desa adalat> per;,luran ~ngan yang db.lat oleh Badan 
Permusyawaratan oesa be sama Kepala oesa. 

20. Anggaran Pendapatan clan ildariJil oesa yang selanpnya disebut APeOes aclalah 
rencana keuangan tahman !)efle ut.llan desa yaog dibahas dan disetujui t>ersama 
oleh Pemerintah oesa dan ero, yang ditPtaJ.an <1engan Peraturan Desa. 



Pasal 7 
U<PJ Kepala Desa sebagaimana dimilsod dalam Pasal 5 huruf b, rneliputi: 
a. LKPJ Akhlr Tahun Anggaran; 
b. LKPJ Akhlr Masa Jabatan. 

Pasal 6 
LPPDESA sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 5 hurvf a, rneliputi: 
a. LPPDESA Akhir Tahun Anggaran; 
b, LPPDESA Akhir Masa Jabatan. 

Bagian Kedua 
Laporan Kepala Desa 

Pasal 5 
L.aporan Kepala Desa sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : 
a. LPPDESA; 
b. u<PJ Kepala Desa; 
c. Penginformasian l.P1>0esa kepada masyarakat. 

BAB IV 
PELAPORAN 
Sagian Kesatu 

Jenis Pelaponm 
Pasal4 

Jenis L.aporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pememtahan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 rneliputi : 
a. Laporan Kepala Desa; 
b. Laporan Keuangan BPD. 

Ruang lingkup pelaporan meflputi : 
a. Urusan pemerintahan ~n hak asaf usul Desa; 
b. Urusan pemerlntahan yang diserahkan oleh Daerah; 
c, Tugas pembantuan; 
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undann diserahkan 

kepada desa. 

BA.BU 
TUJUAN PEI.APORAH 

Pasal 2 
Tujuan peeporan P<!flyelenggarMn Pemer.ntahan De58 untuk mewujvdkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab dan transparan. 

BABW 
RUANG lINGKUP P£LAPORAN 

Pasaf 3 

21 Pengawasar, ~ Pemernallan Desa adalah suatu poses keglatan 
yang <illJ)IA'I ~ menja,nkl agar Pememtahan Desa dapat berjalao sesuai 
dengan rencana dan ketentuan yang telall dilelapkan. 

22. Pengawasan 8PO lldalal1 pengawasan yang dllakulcan oleh 8PO terhadap 
Pemerintah Desa sesuai wewenangnya. 

23, Pengawasan masyarakat adalall peogawasan yang dilaku(an masyaralcat 



. 
Muatan Laporan Penyelengga,aan l'emerinlaharl Oesa, melipotr urusan pemerintahan 
lainnya yang diserahkan lcepada Oesa berdasarkan k.etentuan peraturan perundang 
undangan. 

Muatan taporan Penyelenggaraan Peme,lntahan Oesa terhadap tugas pembanluan, 
meliputi: 
a. tugas pembantuan yang dlrerima dari Pemerintah; 
b. tugas pembantuan yang diterima darl l'emerlntah Provinsi; 
c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah. 

Paragraf 4 
Urusao Pemerintahan Lainnya 

Pasal 12 

• 

Paragraf 3 
Tugas Pembantuan 

Pasal 11 - 

(1) Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa dilakul<an terhadap urusan 
pemerlntahan yang dlserahkan Pemenntah Daerah kepada Oesa. 

(2) Urusan pemerintahan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahlcan 
pengaturannya kepada clesa akao ditetapkan melalui Peraturan Bupati tersendiri 

BABY 
MUATAN LAPOAAN 

Bagian Kesatu 
Muatan Laporan Penyelengg;mlan Pemerlntahan Desa 

Paragraf 1 
Urusan Berdasartcan Hak Asal USul Desa 

Pasal 9 

Muatan l.aporan Penyejenggaraan Pememlahan Oesa temadap urusan pemerintahan 
beroasarkan hak asal usul Oesa, meliputi hak t.ntuk mengatur dan mengurus 
l<epentingan masyarakat setempat sesual dengan asal usul, adat lstladat yang ber1aku 
dan tidak bertentangan dengan perat:uran perundang-undan. 

Paragraf 2 
Urusan Pettmntahan yang Diserahlcan ~ntah Daerah 

Pasal 10 

~Ket,ga 
.._,._ ICalangan 8PO 

Pasal Et 

'J) t.aporan Keuangan BPO adalah Laporan AdminiStlasi Keuangan BPO kepada Kepala 
Desa. 

(2) Laporan Administrasl Kewogan 8PO kepada Kepala Desa sebagalmana dlmakSu<I 
pada ayat (1) adalah pertanggUlgjawaban ten!ao!I penootfil3n keuangan desa 
kepada Kepala 0esa saaku pemegang kel<\JaSaaf1 pengelolaan keuangan eesa. 



Paragraf 4 
Urusan Pemerintahan lainnya 

Pasal 16 

Muatan LKPJ Kepala Oesa terhadap urusan pernemlahoo lailnya, meliputl urusan 
Pemerintahan yang cliseratlilan lr.eoacla Desa berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bedalat. 

Paragraf 3 
Tugas Pembantuan 

Pasal 15 
Muatan LKPJ Kepala Oesa terhadap tugas pembantuan , meijputi: 
a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; 
b. tugas pembantuan yang dltelma dari Pemerintah Provinsi; 
c. tugas pembantuan yang citerlma dari Pemerintah Daerah. 

- 

Muatan LKPJ KepaJa Oesa terhadap urusan pemerintahan yang diserahlcan oiell 
Pemerintah Daerah, mellputi bidang-bidang urusan pemerintahan Kabupaten yang 
diserahkan kepada Oesa, antara lain : 
a. pelaksanaan kegiatan ; 
b. tingkat pencapaian ; 
c, satuan pelaksana kegiatan desa ; 
d. alokasi clan realisaSi anggaran ; 
e. sarana clan prasarana yang digunalcan ; 
r, permasalahan clan penye!esaian. 

Paragraf 2 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah 

Pasal 14 

Muatan LI<PJ Kepala Oesa terhadap urusan pemerintahan berdasartcan hale asa1 usu( 
desa meflputl hak untuk mengatur dan mengurus lcepentingan masyaral<at setempat 
sesuai oo,gan asal usuf, adat istiadat yang ber1aku dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, meliputl : 
a. Ringl<asan Rencana Kerja Perangkat Desa, kefanglca el<onomi clesa, "'iu itas 

pembangunan clesa, renc::a,lll kl!rja pendilnaan dan l:diayaan desa ; 

b. Penyelenggaraan urusan meocakup : 
t. pelaksanaan kegiatan ; 
2. tinglcat pencapaian ; 
3. satuan pelaksana kegiatan desa ; 
4. data peranglcat desa ; 
5. alol<asi clan realisasi anggaran ; 
6. sarana clan prasarana yang digunakan ; 
7. permasalahan dan penyelesaian. 

Bagian Kerua 
M- uporan UCPl Kepala Desa 

Paragraf 1 
Urusan berdasartcan bak asal usul Desa 

Pasal 13 



• - 
Paragrar 3 

Tugas Pembantuan 
Pasal 19 

Maten L.aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPOESA) bidang tugas 
pembantuan, meliputl: 
a. Oasar Hukum; 
b, lnstansi Pemberi Tugas Pembantuan; 
c. Pelaksanaan Kegiatan; 
d. Realisasl Pelaksanaan Progr..m dafl Keglatan; 
e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan; 
f. Satuan f'e_laksana Kegiatan Oesa; 
g. Sarana dan prasarana; 
h. Permasalahan dan Penyele_sa,an. 

Paragraf 2 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan mel'I Pemerintah Oaerah 

Pasal 18 

Maten L.aporan Penyelenggaraan Pememtahan Desa (l.PPOESA) bldang oo.isan 
Pemerintahan yang disErahkan Kabupaten k.epada Desa seteff4'.)ilt. meliputi: 
a. Pelaksanaan Kegiatan; 
o, Tingkat pencapaian; 
c, Satuan Pelaksana kegiatan Oesa; 
d. Alokasi dan reallsasl anggaran; 
e. Sarana dan prasarana yang digunakan; 
f. Permasalahan dan Penyelesalan; 

Maten Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa (LPPOESA) bidang urusan 
pemerintahan berdasarkan hak asal usul Oesa, meliputi: . 
a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Oesa, kerangka ekonomi desa, pr1o,itas 

pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan clan kelcayaan desa. 
b. Penyelenggaraan urusan mencalcup: 

1. Pelaksanaan Kegiatan; 
2. llngkat pencapaian; 
3. Satuan Pelaksana kegiatan Oesa; 
4. Data Perangkat Desa; 
S. Alol<.aSi dan realisasi anggaran; 
6. Sarona dan prasarana yang digunakan; 
7. Permasalahan dan penyelesaian. 

BAB VJ 
MATERI LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Mater! Laporan LPPOESA 

Paragraf 1 
Unlsan berdasartcan hak asal usul Desa 

Pasal 17 



Paragraf 2 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten 

Pasal 22 
Maten- LKPJ Kepala Oesa bldang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, 
meliputl: 
a. Rlngkasan Rencana Kerja Perangl<at Oesa, keranglca ekonoml desa, pr1oritas 

pembangunan desa, rencana kerja dao pendanaan; 
b. Penyelenggaraan urusan mencakup: 

1. Pelaksanaan keglatan; 
2. Tingkat pencapaian; 
3. Satuan pejaksanaan keglatan Oesa; 
4. Data Perangkat Desa; 
5. Alokasl clan reallsasf anggaran; 
6. Sarana dan p,asarana yang digunakan; 
7. Permasalahan clan penyelesaian. 

Bagian Kedua 
Materi Laporan LKP) Kepala Desa 

Paragraf 1 
Urusan benlasarkan hair. asal U5UI Desa 

Pasal 21 
Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarl<an hak asal usul Desa, 
meliputi: 
a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka elwnomi desa, p,iellitas 

pembangunan desa, rencaoa kerja dan pendanaan; 
b. Penyelenggaraan urusan mencakup: 

1. Pela.ksanaan Kegiatan; 
2. Tongkat pencapaian; 
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa; 
4. Data Perangkat Desa; 
s. AlOkasi clan realiSaSl anggaran; 
6. Sarana dan p,asarana yang digunakan; 
7. Permasalahan clan l'Enyelesaian. 

Parag,af 4 
Urusan ""- lntahall Lainnya 

Pasal 20 
Maten lal)Ol"an Penyelenggaraan Pemei•rtahan Oesa (LPPOESA) bidang urusan 
Pemerintahan lainnya, meliputi: 
a. Dasar Hukum; 
b. Instansi Pemberi TtJ93s !'efnbamJan; 
c, Pelaksanaan Keglatan; a. RealiSaSl PelakSanaan Program clan Keglatan; 
e, Sumber clan jumlah anggaran yang digunakan; 
f. Satuan PelakSana Kegiatan Desa; 
g. sarana dan prasarana; 
h. Perrnasalahan dan Penyelesalan. 



BAB VU 
MEKANISME DAN PEUKSAHMN PElAPORAN 

Bagian Kesatu 
Penyusunan clan Tata Ona Penyampalan LPPDESA 

Paragraf 1 
Penyusunan LPPDESA Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan 

Pasal 25 
(1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPDESA Aldir Tahun Anggaran clan 

LPPDesa Akhlr Masa labatan mengaoot pmsip transparansl clan Clkuntabilitas. 
(2) Laporan Kepala Desa berupa lPPOESA Aklw Talul Anggaran sebilgaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana l1:J'Cantum dalam 
Lampiran I yang rnerupal<an bagian tidal< terpisahlcan dari Peraturan Bupati lru. 

(3) Laporan Kepala Desa tierupa LPPOESA Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dlsusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran U 
yang merupakan baglan tidal< terpisahlcan dari Peraturan &,patl inl. 

Paragraf 4 
Urusan Pemerlntahan Lalnnya 

Pasa124 
Mater! LKPJ Kepala Desa bidang urusan pememtahan lainnya,metiputi: 
a. Dasar Hukum; 
b. InstanSi pemberi urusan pemerintahan lainnya; 
c. Pelaksanaan Kegiatan; 
d. Reallsasl pelaksanaan program clan kegiatan; 
e. sumber dan Jumlah anggaran yang dlgunakan; 
f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa; 
g. Data Perangkat Desa; 
h. Sarana dan prasarana; 
1. Permasalahan dan penyelesaian. 

Paragraf3 
Tugas Petnbantuan 

Pasal 23 
Maten ll(PJ Kepala Oesa bidang tugas pembantuan, meliputl: 
a. Dasar Hul<um; 
b. tnstansl Pemberi Tugas Pembi!ntuan; 
c. Pelaksanaan Keglatan; 
d. Realisasi Pelaksanaan Program clan Kegiatan; 
e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan; 
t. Satuan Pelaksana Keglatan Desa; 
g. Data Perangkat Desa; 
h. Sarana clan prasarana; 
i. Permasalahan clan penyelesalan. 



l!agian Kedua 
Penyusunan dan Tata cara Penyampalan LKPJ 

Paragraf 1 
Penyusunan LKPJ Aldlir Tahun Anggaran clan Aldtir Masa Jabatan 

Pasal 31 
(1) Penyusunan LKPJ K.epala Oesa meliputi LKPJ Akhir Tatu! Anggaran dan lKPJ Akhir 

Masa Jabatan menganut p1 i tsip transJ)aransi dan akl..l1tabilitas. 
(2) LKPJ Kepala Oesa sebagainlaBcl <imaksud p.l(la ayat (1) dsusun dengan format 

sebagalmana tert:antum datam l.an'pran m yang merupakan baglan tidak 
terpisahkan dari Peraturan lqliltl fl'll. 

(3) l.KPJ Kepala Desa sehagairnana dimaksud p.l(la ayat (1) dsusun dengan format 
sebagaimana tercantum dalam ~ IV yang tnef\lpakan baglan tidak 
terpisahkan dari Peraturan 8upati ini. 

Pasa1 30 
I) Bupa~ selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari temltung sejak laporan diterima wajib 

memberitahul<an kepacla Kepala Oesa bahwa laporao telah diterima. 
:.!) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puU,) hari temltung sejak diterimanya laporan 

dari Kepala Oesa, rnelakukan evaluasl terhadap LProESA. 
;3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporao Bupati dapat membentuk nm Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Pasa127 

ti"'OESA· Akhlr Masa Jabatan Kepala Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
~ ~ Kepala 0esa kepacla Bupati melalui camat pa§ng lambat 3 (tlga) bulan 
Sl!h>l,m masa jabatan Kepala Oesa berakhlr. 

Pasar 28 
i Bupati ~.kukao evaluasi terhadap lPPOESA. 

2J Hasil evaluasl LPPOESA dljadil(an dasar untuk metakul<an pemblnaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pasal 29 
oJ>l'OfSA Akhir Masa Jabatan Kepala Oesa mellputi : 
a, Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; 
b. LPPDESA sisa masa jabatan yang belum difaporl<an; 
c, Hasil Yang dlc:apai, dan yang belum dilaksanakan; 
d Hal-hal yang dlanggap per1u untuk pert)aikan. 

"-49412 "~=-,- .. , ... U • 4X k 75 2 I ,.._ A Fjt,r,"W' clan Akhil- ~ Jabittan 
Pasal 26 

in'DESA AmrTatui M!J!lilr•• ~ dimaksud dalam Pasai 6 huruf (a) wajib dsal,.,.., K.epala Oesa kepacla Bupab meJalui camat. paJo,y lambat 3 (tiga) bulan 
~ li!luT ~ beralchir. 



Pasal 36 
Laporan sebagaimana di~ dalam Pasa.1 34, memuat mate,; : 
a. Dasar hukum; 
b. Kebijakan umum Pemerintah Desa; 
c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugaS; 
d. Hasil yang dicapai; 
e. Dampak dari pelaksanaan kebijalGln; 
f. Hambatan clan permasalahan dalam pelaksalaan; 
g. Upaya yang telah dilakJjcan dalam llll!fli'lllgaf hambatan clan masalah dalam 

pelaksanaan; 
h. Jumlah clan sumt>er dana )'al1Q dipergla,akan. 

Pa.qaf2 
Pe1fa"'111ian UCPJ AldlrT._, Angga.an clan Aldlir Masa Jabatan 

Pasal 32 
l) Apabila Kepala Desa berheuti sellelum ald'k tahun anggaran U(pJ Kepala Desa 

diSampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tuoas Kepala Desa. 
(2) Maten U<PJ Kepala Desa <isampail<an oleh pejabat penggaotl atau pelal<sana tugas 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ben:1asar1<an 1aporan dalam 
memort serah terima jabatar't Kepala Desa yang digantl, ditambah dengan s1sa 
waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersanglrutan. 

Pasal 33 
t) LKPJ Kepala Oesa 1<epada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi clan social 

budaya masyarakat setempat. 
2) Materi dan mekanisme laporan keterangan pertangglllgjaw Kepala Desa 

kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa. 
(3) Dokumen LKPJ akhir tahU1 anggaran waji:) disampall(an kepada BPD dengan surat 

pengantar yang ditanclatangani oleh Kepala Desa. 
(4) Dokumen LKPJ akhir tahun sebagaimana dmaksud pada ayat (1) selambat· 

lambatnya 3 bulan setelah beralchrnya tahun anggaran wajib dlsampalkan kepada 
BPD untuk dilakul<.an peml)allaSan sebagai bahan evaluasi. 

(S) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa sebagaimana <lmaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada Bupatl melallJi Camat sebagai bahan peniaian. 

(6) Hasil evaluasl LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimatsud pada ayat (4) Juga 
dlsampalkan kepada Kepala Desa selJagai bahan pe,baikan penyelengoaraan 
Pemerintahan Desa. 

(7) Penyampalan hasil evaluasi sebagaimana cimalcsud pada ayat (3) clan ( 4), 
selambat-lambatnya 15 (Hrna belas) hari sejak diterimanya LKPJ 

Pasa134 
(1) LKPJ Akhir Masa Jabatar't Kepala 0esa adalah lapo,an penyetenggaraan 

pemerintahan Desa yang dlsampaikan kepada Bupatl melalui Camat clan kepada 
BPD. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsampailcan selambat-lambatnya 3 
~ (tiga) bulan sebelum beraklwnya masa jabatan Kepala Desa. 

Pasal 35 
LKPJ sebagaimana dimal<:;ud pada pasal 34 disampaikan oleh Kepala Desa pada rapat 
pleno khusus BPD 



BAB IX 
PELAPORAN ADM1HISTRASI KRIANGAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
Pasal 40 

(1) BPO juga wajib rnenyaf11)ililc laporan ad"*'lstlasi keuangan 8PO yang 
bersumber dari An9'}aran Pendapatan dan Belanja Desa kepacla Kepala Oesa 
selaku Pemegang Kekuasan Pengelolaan Kaiangan Oesa- 

(2) Laporan adminisb'asi keuangao BPO sebaoaimana <imakstJd pada ayat (1) 
dlsampaikan secara tertuli:s. 

Pasal 39 
lnformasi LPPOESA sebagalmana dimaksud dalam Pasal 38 dlsuson dengan format 
s.>.bagaimana ten:antum- dalam Lampiran v yang merupekan bagjall tidak terpisahkan 
dari Peral\Jran Bupati inl. 

(1) Kepala Desa wajib menginfonnasikan lPPDfSA kepada masyarakat desanya. 
(2) Penginformasian LPPDESA sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) disampaJkan 

secara tertulls melalul pengumuman resml atau media setenpat, dan secara lisan 
langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa. 

(3) PenglnformaSian L.PPOESA dilakui<an seta.a-.,ng-lcuya 1 (setu) kali dalam 
setahun. 

( 4) Penglnformasian LPl'OESA sekurang-1<....-angnya memuat, antara lain: 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa; 
b. Pelaksanaan Peraturan Oesa, Perab.wan Kepala Desa dan Keputusan Kepala 

Desa; 
c. Penyusunan, Pelaksanaan clan Pertanggungjawan l\PBOese; 
d. Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

BABVlll 
JNFORMASILPPDESA 

Pasal 38 

PasalT/ 
:1) LXPJ AlclJr" Masa Jaba!at dibahas olel1 BPO secara fntemal sesuai dengan tata 

tert:ib BPD. 
·2i Berdasaoom hasil pembahasan sebaQalmana <1ma1<soo pada ayat (1), BPD 

menetapl<an Keputusan BPO. 
()) Keputusan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlsampaikan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah I.KPJ diterima. 
r<t) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala 

Desa dalam rapat paripuma sebagal rekomendasi untuk pertlaikiln 
penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan. 

(5) Al)6ktubila3LKPO J(~putuhmaoa) •--~~~Jaya~!~-~~cikatardia~~P tldam jangl<ak ada wa ,.,... ' ... ' """""" ' """ ~. .. ~ , 'Y'S" 

rekomendasi untuk penyempumaan. 



- 

Ditetapl<an Gkarang Pusat 
peda tanggal 5 - 5 .;/010 

BEKASl, P • 

Agar setiap orang mengetahu1, memerintahkan pengundar,gan Peraturan Supati ini 
dengan penempatannya delam Berita Daerah Kabupaten Bet<asi. 

Peratur.m ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 45 


